BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR ¢4 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang  : a.bahwa sehubungan dengan adanya keadaan mendesak berkaitan dengan Kejadian Bencana Alam Banjir ROB
dan Angin Puting Beliung yang mengakibatkan kerusakan bangunan-bangunan penduduk di Kecamatan
Sungai Kakap, serta memperhatikan pada Pasal 162 Ayat (2), (3) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010;



Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurufa diatas, perlu ditetapkan Perubahan

Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



L

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4751);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);



Menetapkan

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang woBg%S Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

22.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);

23.Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);

24 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun
2010 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2010
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 58), diubah sebagai berikut :



Pada Lampiran I dan Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 2p A12- 2010

Diundangkan di Sungai Raya




LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR ““\do,_._cz 2010
TANGGAL ‘20~ /2_- 2010
PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010
JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Nomor Urut URAIAN
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6

4 PENDAPATAN DAERAH
41 Pendapatan Asli Daerah 18.150.911.325,54 18.150.911.325,54 0,00 0,00}
4.1.1 Pajak Daerah 8.847.900.000,00 8.847.900.000,00 0,00 0,00
413 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00
414 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 5.738.761.325,54 5.738.761.325,54 0,00 0,00}
A.N Dana RIBUN:QN_J 507.161.961 .O&N.OO 507.1 QA.@QAOL.N.OO O‘OO 0.00—
421 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 44.164.094.047,00 44.164.094.047,00 0,00 0,00}
422 Dana Alokasi Umum 414.760.167.000,00 414.760.167.000,00 0,00 o.oo_
423 Dana Alokasi Khusus 48.237.700.000,00 48.237.700.000,00 0,00 0,00]
43 Lain-lain 10:&00”8: Daerah <N3Q Sah 110.602.858.41 N.OO 110.602.858.41 N~°° °~°° °~°O-
431 Hibah 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00
432 Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
433 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 20.376.386.412,00 20.376.386.412,00 0,00 ob&
434 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 40.792.209.000,00 40.792.209.000,00 0,00 0,00
435 Bantuan Keuangan dan Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 14.853.000.000,00 14.853.000.000,00 0,00 0,00
436 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah 29.581.263.000,00 29.581.263.000,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan 635.915.730.784,54 635.915.730.784,54 0,00 0,00|




JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Nomor Urut URAIAN
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan (Rp) %
1 2 3 4 5 6
5 BELANJA DAERAH
51 Belanja Tidak Langsung 328.634.914.674,00 328.634.914.674,00 0,00 0,00|
511 Belanja Pegawai 296.917.897.674,00 296.917.897.674,00 0,00 0,00
5.1.2 Belanja Bunga 0,00 0,00 0,00 0,00
513 Belanja Subsidi 0,00 0,00 0,00 0,00
514 Belanja Hibah 1.909.000.000,00 1.909.000.000,00 0,00 0,00|
5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 9.957.500.000,00 10.072.500.000,00 115.000.000,00 1,15
5.16 Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa 0,00 0,00 0,00 0,00}
5.1.7 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan
Pemerintahan Desa 19.733.400.000,00 19.733.400.000,00 0,00 0,00
51.8 Belanja Tidak Terduga 117.117.000,00 2.117.000,00 (115.000.000,00) (98,19)|
22 Belanja Langsung 346.676.797.175,00 346.676.797.175,00 0,00 0,00}
221 Belanja Pegawai 18.693.630.000,00 18.693.630.000,00 0,00 0,00
222 mm_mzbm mm..m:m dan Jasa AAAWANAANNQN.OO AA.—GANAAQNWV.OO 0.00 0.00
223 Belanja Modal 216.136.019.888,00 216.136.019.888,00 0,00 0,00
Jumlah Belanja| 675.311.711.849,00 675.311.711.849,00 0,00 0,00|
Surplus/ (Deflsit)| (39.395.981.064,46) (39.395.981.064,46) 0,00 0,00
3 PEMBIAYAAN DAERAH -
3.1 Penerimaan v&acmw<ﬂﬂ—.— 39.395.981 .Og.5Q 39.395.981 .OQ&:A.O 0.00 0.00-
3.44 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
39.395.981.064,46 39.395.981.064,46 0,00 0,00
312 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00
313 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00 0,00




JUMLAH BERTAMBAH/ (BERKURANG)
Nomor Urut URAIAN

Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan (Rp) %

1 2 3 4 5 6
3.1.4 Penerimaan Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00
315 Penerimaan Kembaii Pemberian Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00
3.16 Penerimaan Piutang Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan 39.395.981.064,46 39.395.981.064,46 0,00 0,00}
3.2 Pengeluaran pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00}
3.21 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 o.oo_
322 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 0,00 0,00 0,00 o.oo_
323 Pembayaran Pokok Utang 0,00 0,00 0,00 obo_
324 Pemberian Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 0,00]
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00{
Pembiayaan Neto 39.395.981.064,46|  39.395.981.064,46 0,00 0,00}
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 0,00




PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

LAMPIRAN Il :
NOMOR
TANGGAL

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Per di
Organisasi : 1.20 .07 Dinas Pendapatan, Pengelol K gan dan Aset Daerah
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
PENJE
KODE REKENING URAIAN SEBELUM SETELAH P m————— ENJELASAN
PERUBAHAN PERUBAHAN P
1 2 3 4 5 6 7
120 12007 00 00 4 PENDAPATAN DAERAH 632.351.480.784,54 | 632.351.480.784,54 0,00 0,00 Tidak mengalami perubahan
120 1.2007 00 00 5 BELANJA DAERAH 41.249.285.781,00 41.249.285.781,00 0,00 0,00
120 12007 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 36.863.724.981,00 36.863.724.981,00 0,00 0,00]
120 12007 00 00 5 1 § BELANJA BANTUAN SOSIAL 9.387.500.000,00 9.502.500.000,00 115.000.000,00 1,23
120 12007 00 00 5 1 5 01 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan 9.387.500.000,00| 9.502.500.000,00 115.000.000,00 1,23
120 12007 00 00 S 1 5 01 02 | Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Lainnya 9.387.500.000,00| 9.502.500.000,00 115.000.000,00 1,23|Semula Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 9.387.500.000,- setelah perubahan
menjadi Rp. 9.502.500.000,- Untuk keperluan belanja bantuan sosial organisasi
kemasyarakatan lainnya dengan rincian
120 12007 00 00 5 1 8 BELANJA TIDAK TERDUGA 117.117.000,00 2.117.000,00 (115.000.000,00) (98,19)
120 12007 00 00 5 1 8 01 Belanja Tidak Terduga 117.117.000,00 2.117.000,00 (115.000.000,00) (98,19)
120 12007 00 00 5 1 8 01 01 | Belanja Tidak Terduga 117.117.000,00 2.117.000,00! (115.000.000,00) (98,19)|Semula Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 117.117.000,- setelah perubahan
menjadi Rp. 2.117.000,- Untuk keperluan belanja tidak terduga
120 12007 0 0 5 2 BELANJA LANGSUNG 4.385.560.800,00) 4.385.560.800,00 0,00 0,00| Tidak mengalami perubahan
SURPLUS / DEFISIT 591.102.195.003,54 591.102.195.003,54 0,00 0,00
120 1.2007 00 00 6 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 39.395.981.064,46 39.395.981.064,46 0,00 0,00 Tidak mengalami perubahan
1.20 1.2007 00 00 6 2 vmzmmr—.-)gz ‘mgw-><>>z D>m§I o.g 0,00 0.8 ,00 idak mengalami perubahan > \

MAHENDRAWAN

\z_c




